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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran belanja
pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Tahun 2017-2020.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah, observasi,
dokumentasi, studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data yang
digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Kinerja anggaran belanja tahun
2017 adalah belanja operasi 89,77 %, tahun 2018 adalah 85,51 %, tahun
2019 adalah 88,84 %, tahun 2020 adalah 97,95 % vyang berarti
penggunaan belanja operasi tahun 2-17-20200 lebih dioptimalkan dalam
penggunaan belanja daerah. Belanja modal terhadap total belanja tahun
2017 adalah 5,20 %, tahun 2018 adalah 8,24 %, tahun 2019 adalah 1,73
%, tahun 2020 adalah 0,49 %. Belanja modal tahun 2017-2020
menunjukkan keserasian belanja. Rasio efisiensi belanja tahun 2017
adalah 94,97 %, tahun 2018 adalah 95,69 %, tahun 2019 adalah 104,15
%, tahun 2020 adalah 98.44 % yang berarti efisiensi belanja tahun 2017-
2020 masih kurang efisien dan pada tahun 2019 sangat tidak efisien.

Abstract

The purpose of this study was to determine the performance of the budget
at the Baubau City Civil Service Police Unit Office in 2017-2020. The
techniques used in this research are observation, documentation, and
literature study. While the data analysis technique used is descriptive
guantitative. Based on the results of the research and discussion, it can be
concluded that: The performance of the 2017 budget is operating
expenditure 89.77%, in 2018 it is 85.51%, in 2019 is 88.84%, in 2020 is
97.95% which means the use of operating expenditure years 2-17-20200
more optimized in the use of regional spending. Capital expenditure to total
expenditure in 2017 was 5.20%, in 2018 it was 8.24%, in 2019 it was
1.73%, in 2020 it was 0.49%. The 2017-2020 capital expenditures show
the compatibility of spending. The ratio of spending efficiency in 2017 is
94.97%, in 2018 is 95.69%, in 2019 is 104.15%, in 2020 is 98.44% which
means that spending efficiency in 2017-2020 is still less efficient and in
2019 it is very inefficient. .
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1. Pendahuluan

Kinerja anggaran pemerintah baik pusat, propinsi maupun kabupaten dan
kota tidak terlepas dari unit satuan kerja yang terdapat di dalalamnya sebagai
pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan pelayanan masyarakat. Menurut
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran
hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pengukuran
kinerja sangat memegang peranan penting dalam organisasi perangkat daerah
karena dapat menunjukkan bagaimana pengelolaan anggaran yang digunakan
secara ekonomis, efisien dan efektif. Kinerja pemerintah daerah lebih ditekankan
pada kemampuan satuan unit kerja perangkat daerah melakukan penggunaan
anggaran dengan baik untuk melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan
pembangunan yang akan dinikmati oleh masyarakat (Fajar Nugroho & Abdul
Rohman, 2012).

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa,
pengukuran kinerja dilakukan dengan dengan membandingkan realisasi kinerja
dengan sasaran (target) kinerja yang akan dicantumkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dan membandingkan realisasi
kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) 5 (lima)
tahun yang direncanakan dalam rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
Pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
tidak lepas dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang bersumber
dari alokasi dana umum, alokasi dana khusus maupun pendapatan asli daerah.
Setiap tahun pemerintah daerah harus melakukan persiapan anggaran yang akan
digunakan dalam tahun berjalan untuk membiayai program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan. Menurut Rahayu dan Rachman (2013:5), anggaran merupakan
alat bagi manajemen yang memegang peranan penting dalam system
pengendalian manajemen suatu perusahaan, terutama dalam proses perencanaan
dan pengawasan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang diselenggarakan untuk kepentingan umum
dan ketentraman masyarakat merupakan salah satu organisasi pemerintah yang
melaksanakan peraturan daerah, dengan anggota atau pejabat Satuan Polisi
Pamong Praja yang berkewajiban menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan
memelihara ketertiban umum dan Kketenteraman masyarakat. Salah satu
kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu mengkoordinir laporan,
pelaksanaan, budaya kerja Satpol PP, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah
(LPPD), Laporan Kinerja Keuangan, dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja
sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
berfungsi sebagai pedoman penyusunan RKA bagi SKPD yang merupakan bahan
penyusuna Kota Baubau. Tujuan penyusunan RKA SKPD Anggaran adalah untuk
menyamakan kedudukan dalam penyusunan dan perencanaan anggaran sesuai
dengan ketentuan dan aturan perundang-undangan.

Fenomena berdasarkan pengamatan penulis mengenai kinerja anggaran
khususnya bidang penegakan peraturan daerah (Perda) pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Baubau yakni selama ini masih belum maksimalnya anggaran
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yang digunakan pada bidang yang langsung bersentuhan dengan kegiatan
masyaraka terutama bidang penegakan peraturan daerah yang memiliki tugas
untuk melakukan penegakan peraturan daerah seperti pengawasan minuman
keras, pemasangan baliho atau papan reklame yang tidak sesuai peruntukannya,
serta penertiban pedagang kaki lima. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Baubau membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam kegiatan penegakan
peraturan daerah untuk membiayai keperluan belanja operasonal sehingga dapat
mencapai kinerja yang baik karena pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat
dilaksanakan dengan baik jika tidak didukung anggaran yang cukup.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tuuan dari penelitian ini adalah
Untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Baubau.

2. Metode penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja anggaran belanja pada
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017-2020. Metode
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Observasi, yaitu pengumpulan data
dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi untuk
memperoleh data yang akurat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif sebagai berikut :

a. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan
antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi
belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu 60 — 90 persen (Sudarso,
et al., 2018)

b. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan
antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

c. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efiesiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat
penghemahatan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai
telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%.
Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan
anggaran,
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3. Hasil
3.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau
Tahun 2017-2020
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3.2 Analisis Kinerja Belanja Tahun 2017-2020

Analisis kinerja belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahu
2017-2020 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Analisis kinerja belanja tahun 2017

Belanja operasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun
2017 adalah jenis belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pegawai
berupa gaji, honorarium, dan belanja barang jasa berupa barang pakai habis.
Jumlah belanja operasi tahun 2017 adalah Rp. 505.331.900,-, sedangkan jumlah
belanja tahun 2017 Rp. 9.772.268.500,-. Rasio belanja operasi terhadap total
belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017 adalah
89,77 % yang berarti sangat serasi dan penggunaan belanja daerah lebih
dioptimalkan untuk kegiatan belanja operasi.

Analisis belanja modal terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Baubau ukuran perbandingan antara realisasi belanja modal
dan total belanja daerah. Anggaran belanja modal tahun 2017 Rp. 505.333.900, -,
sedangkan total belanja daerah adalah Rp. 9.722.268.500,-. Rasio belanja modal
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dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan total belanja daerah
tahun 2017 adalah 5,20 % yang berarti penilaian belanja modal terhadap total
belanja tahun 2017 adalah cukup serasi dan berarti anggaran belanja daerah tidak
dioptimalkan untuk kegiatan belanja modal.

Rasio efisiensi belanja tahun 2017 adalah perbandingan antara realisasi
anggaran dan anggaran belanja. Anggaran belanja belanja tahun 2017 Rp.
9.722.268.500,-, sedangkan realisasi anggaran belanja Rp. 9.232.953.892,-. Rasio
efisiensi belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun
2017 adalah 94,97 %. Berdasarkan kriteria efisiensi kinerja belanja tahun 2017
efisien yang berarti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017
dalam menggunakan anggaran belanja tahun 2017 sudah dapat melakukan
efisiensi belanja yang dimiliki.

b. Analisis Kinerja Belanja Tahun 2018

Belanja operasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun
2018 adalah jenis belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pegawai
berupa gaji, honorarium, dan belanja barang jasa berupa barang pakai habis.
Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2018 adalah Rp. 8.805.616.472,-,
sedangkan total belanja tahun 2018 Rp. 10.297.891.404,-. Rasio belanja operasi
terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau
tahun 2018 adalah 85,51 % yang berarti berdasarkan pedoman keserasian belanja
maka belanja operasi sangat serasi dan penggunaan belanja daerah lebih
dioptimalkan untuk kegiatan belanja operasi. Analisis belanja modal terhadap total
belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau ukuran
perbandingan antara realisasi belanja modal dan total belanja daerah. Realisasi
belanja modal tahun 2018 Rp. 848.943.100,-, sedangkan total belanja daerah
adalah Rp. 10.297.891.404,-.

Rasio belanja modal dengan membandingkan realisasi belanja modal dengan
total belanja daerah tahun 2018 adalah 8,24 % yang berarti tingkat keserasian
rasio belanja tahun 2018 adalah sangat serasi yaitu penggunaan anggaran untuk
kegiatan belanja daerah tidak dioptimalkan untuk kegiatan belanja modal. Rasio
efisiensi belanja tahun 2018 adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan
anggaran belanja. Anggaran belanja belanja tahun 2018 Rp. 10.297.891.404,-,
sedangkan realisasi anggaran belanja Rp. 9.854.559.572,-. Rasio efisiensi belanja
pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2018 adalah 95,69
%. Berdasarkan kriteria efisiensi kinerja belanja Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Baubau tahun 2018 dalam menyeimbangkan realisasi dan target
belanja sudah efisien yang berarti Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Baubau tahun 2018 dalam merealisasikan anggaran dan target belanja tahun 2018
sudah efisien.

c. Analisis Kinerja Belanja Tahun 2019

Belanja operasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun
2019 adalah jenis belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pegawai
berupa gaji, honorarium, dan belanja barang jasa berupa barang pakai habis.
Jumlah belanja operasi tahun 2019 adalah Rp. 9.874.054.345,-, sedangkan total
belanja tahun 2019 Rp. 11.114.117.935,-. Rasio belanja operasi terhadap total
belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2019 adalah
88,84 % yang berarti berdasarkan pedoman keserasian belanja maka penggunaan
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belanja operasi dibandingkan dengan total belanja daerah sangat serasi dan
penggunaan belanja daerah lebih dioptimalkan untuk kegiatan belanja operasi.
Analisis belanja modal terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Baubau ukuran perbandingan antara realisasi belanja modal dan total
belanja daerah. Anggaran belanja modal tahun 2019 Rp. 191.952.000,-,
sedangkan total belanja daerah adalah Rp. 9.722.268.500,-. Rasio belanja modal
tahun 2019 adalah 1,73 % yang berarti realisasi belanja modal dibandingkan
dengan pendapatan asli daerah tidak serasi, hal ini menunjukkan . Penggunaan
anggaran untuk kegiatan belanja modal tahun 2019 masih kurang jika
dibandingkan dengan total belanja daerah

Rasio efisiensi belanja tahun 2019 adalah perbandingan antara realisasi
anggaran dan anggaran belanja. Anggaran belanja belanja tahun 2019 Rp.
11.114.117.935,-, sedangkan realisasi anggaran belanja Rp. 10.671.315.345,-.
Rasio efisiensi belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau
tahun 2019 adalah 104,15 % yang berarti antara target anggaran dan realisasi
anggaran tahun 2019 sudah efisien dalam penggunaan anggaran.

d. Analisis Kinerja Belanja Tahun 2020

Belanja operasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun
2017 adalah jenis belanja yang dikeluarkan untuk membiayai kebutuhan pegawai
berupa gaji, honorarium, dan belanja barang jasa berupa barang pakai habis.
Jumlah realisasi belanja operasi tahun 2020 adalah Rp. 8.988.269.721,-,
sedangkan total belanja tahun 2020 Rp. 9.176.415.009,-. Rasio belanja operasi
terhadap total belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau
tahun 2020 adalah 97,95 % yang berarti berdasarkan pedoman keserasian belanja
maka belanja operasi sangat serasi dan penggunaan belanja daerah lebih
dioptimalkan untuk kegiatan belanja operasi.

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakam ukuran
perbandingan antara realisasi belanja modal dan total belanja daerah. Realisasi
anggaran belanja modal tahun 2020 Rp. 44.849.000,-, sedangkan total belanja
daerah adalah Rp. 9.176.415.009,-. Rasio belanja modal dengan membandingkan
realisasi belanja modal dengan total belanja daerah tahun 2020 adalah 0,49 %
yang berarti realisasi belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah
tahun 2020 tidak serasi.

Rasio efisiensi belanja tahun 2020 adalah perbandingan antara realisasi
anggaran dan anggaran belanja. Anggaran belanja belanja tahun 2020 Rp.
11.114.117.935,-, sedangkan realisasi anggaran belanja Rp. 10.671.315.345,-.
Rasio efisiensi belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau
tahun 2020 adalah 98,44 % Berdasarkan kriteria efisiensi kinerja belanja Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau 2020 adalah efisien yang berarti Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau sudah melakukan efisiensi belanja
antara realisasi belanja dan target belanja pada anggaran yang dimiliki.

4. Pembahasan

Anggaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau tahun 2017-
2020 sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2011:61) yang menyatakan bawah
anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai
selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan
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penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Baubau 27 September 2021 "Terjadinya perbedaan
belanja setiap tahun itu karena pada masing-masing tahun ada pos-pos anggaran
yg lebih diutamakan dan juga masa pandemi ini membuat adanya peralihan
anggaran ke bantuan-bantuan covid 19”.

Berikut adalah perbedaan analisis Kinera Belanja Operasional Terhadap
Total Belanja Tahun 2017 — 2020 yang dapat dilihat melalui gambar dibawah ini :

7 89,77% 97,95 %
88,84 %
85,51 %
2017 2018 2019 2020

Gambar 1. Grafik Kenaikan dan Penurunan Analisis Kinerja Belanja
Operasional Terhadap Total Belanja Tahun 2017-2020

8,20%

5,20%
1,75%
E ‘l ' 0,48%

2017 2018 2019 2020

Gambar 2. Grafik Kenaikan dan Penurunan Analisis Kinerja Belanja Modal
Terhadap Total Belanja Tahun 2017-2020
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104,15%

e 98,44%
S 95,69%
94,97%

2017 2018 2019 2020

Gambar 3. Grafik Kenaikan dan Penurunan Rasio Efisiensi Belanja Tahun
2017-2020

Berdasrakan gambar diatas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Baubau sebaiknya meningkatkan anggaran dan realisasi belanja modal karena
belanja moda dapat digunakan untuk jangka panjang dengan melakukan efisiensi
pada belanja operasi bidang yang lebih membutuhkan seperti Program
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal sehingga dapat
mnciptakan suasana kota yang aman dan tentram bagi masyarakatnya
sebagaimana teori yang disebutkan Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti
(2012) bahwa Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarahkan
manajemen untuk dapat menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ardyan Firdausi Mustoffa (2019),
Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan pendapatan daerah varians rata-
rata lebih dari 100%, pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata (positif) 12,15%,
derajat desentralisasi rasio keuangan pendapatan kurang baik dengan nilai
14,40%, rasio ketergantungan daerah tinggi dengan nilai 85,06%, rasio efektifitas
pajak nilai rata-rata 117,64%, kinerja keuangan varians belanja dibawah 100%,
belanja daerah tumbuh 14,57%, penggunaan anggaran pemerintah daerah untuk
belanja operasi 83,74% memiliki perbandingan belanja modal 15,90% dan
efisiensi belanja dibawah 100%. Selanjutnya Rexy. R Palimbongan (2019),
menunjukkan realisasi belanja yang telah dilakukan lebih kecil dari anggaran yang
telah direncanakan, hasil positif dalam kinerja nggaran dengan demikian kinerja
belanja dinilai baik, demikian juga penelitian Sakina Nusarifa Tantri dan Putri
Irmawati (2018), Hasil penelitian menunjukkan Analisis pertumbuhan belanja
berjalan baik, analisis keserasian belanja menunjukkan harmonisasi belanja
daerah, efisiensi belanja tidak melebihi tidak melebihi realisasinya, namun terdapat
salah satu program berjalan tidak efisien dan untuk hasil perhitungan dari rasio
efektifitas dinas terkait sudah efektif menggunakan anggaran belanja tidak
langsung

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai
berikut: Kinerja anggaran belanja adalah Belanja operasi terhadap total belanja
2017 adalah 89,77 %, tahun 2018 adalah 85,51 %, tahun 2019 adalah 88,84 %,
tahun 2020 adalah 97,95 % yang berarti belanja operasi tahun 2017-2020
penggunaan belanja daerah lebih dioptimalkan untuk kegiatan operasi. Belanja
modal terhadap total belanja tahun 2017 adalah 5,20 %, tahun 2018 adalah 8,24
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%, tahun 2019 adalah 1,73 %, tahun 2020 adalah 0,49 %. Belanja modal tahun
2017-2020 menunjukkan keserasian belanja. Rasio efisiensi belanja tahun 2017
adalah 94,97 %, tahun 2018 adalah 95,69 %, tahun 2019 adalah 104, 15 %, tahun
2020 adalah 98,44 % yang berarti efisiensi belanja tahun 2017-2020 sudah efisien
dan pada tahun 2020 sudah efisien.
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